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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2019/PA.Mdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Manado  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yanti  Machmud Binti  Rajab Machmud, tempat dan tanggal  lahir Manado, 23

September 1980, agama Islam, pekerjaan Tiada, Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Jalan

Cendrawasih,  Kelurahan  Malendeng,  Lingkungan  II,

Kecamatan  Paal  Dua,  Kota  Manado,  selanjutnya  disebut

sebagai  Penggugat;

melawan

Agus Karim Bin Samad Karim, tempat dan tanggal lahir Manado, 19 Agustus

1980,  agama  Islam,  pekerjaan  Sopir,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di  Kelurahan

Wawonasa, Lingkungan VI, Kecamatan Singkil, Kota Manado,

selanjutnya disebut sebagai  Tergugat; 

- Pengadilan Agama tersebut; 

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Manado,  dengan  Nomor

344/Pdt.G/2019/PA.Mdo,  tanggal  22  Agustus  2019,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:
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1.   Bahwa pada tanggal 07 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Wenang,  Kota  Manado,

sebagaimana  termuat  dalam  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  B-

156/Kua.23.05.06/PW.00/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019;  

 2.  Bahwa  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus  sebagai  perawan dan

Tergugat sebagai jejaka;  Bahwa selama 15 tahun pernikahan, Penggugat

dengan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah antara rumah orang tua

Penggugat dan juga di rumah orang tua Tergugat, sampai terakhir berpisah

saat tinggal di rumah orang tua Tergugat dikarenakan Penggugat turun dari

rumah;     

 3.  Bahwa  selama  ikatan  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Moza Salsadiva Karim (perempuan) berumur 12 tahun;  

- Lailatul Misbah Karim (perempuan) berumur 6 tahun;  

- Cahya Karim (perempuan) berumur 1 tahun 1 bulan;  

  Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat; 

 4.  Bahwa  awalnya  hubungan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  masih  rukun  dan  baik-baik  saja,  namun sekitaran  tahun  2017

hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- Bahwa selama berumah tangga Tergugat mempunyai kebiasaan

buruk yaitu suka mabuk-mabukkan meminum miras bersama perempuan

lain;   

- Bahwa Tergugat  sering keluar  rumah dan meninggalkan rumah

selama berhari-hari;  

- Bahwa  Tergugat  juga  kerap  mengancam  Penggugat  dengan

benda tajam;    

- Bahwa  sebab-sebab  tersebut  diatas  maka  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  terjadi  pisah  rumah selama 5  bulan  lamanya,

namun masih sering berkunjung satu sama lainnya 
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  5.  Bahwa  puncak  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi

pada akhir bulan Juli 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah

tangga  sebagaimana  tersebut  pada  poin  4  diatas.  Sehingga  sejak  itu

hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat telah

mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

melalui Pengadilan Agama Manado;      

 6.  Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat

sudah  tidakmemiliki  harapan  akan  dapat  hidup  rukun  kembali  bersama

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

datang.  Dengan  demikian,  gugatan  cerai  Penggugat  telah  memenuhi

persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku; 

7.   Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMAIR:

 1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

 2.   Menyatakan  menurut  hukum  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat

putus karena perceraian; 

 3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

 SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal  04  Agustus

2019,  tidak  bersedia  melanjutkan  perkaranya  dan  mengajukan  permohonan

untuk  mencabut  perkara  Nomor  344/Pdt.G/2019/PA.Mdo,  dengan  alasan

Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini,
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maka  majelis  hakim  mengabulkan  gugatan Penggugat untuk  mencabut

perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah

memenuhi ketentuan Pasal 271 RV; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

seluruh  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  dibebankan  kepada  Pemohon,

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 jo  Undang-Undang Nomor  50 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

(L.N.  RI  Tahun  2009  Nomor  159,  TLN.  RI  Nomor  5078)  Tentang  Peradilan

Agama; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang  tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  mediasi,  mediator  berhasil

mendamaikan  kedua  belah  pihak  dan  salah  satu  isi  pokok  perdamaiannya,

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun  gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

perkara  ini  telah  didaftar  dalam register  perkara  dan  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, beserta perubahan pertamanya yakni Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya yakni Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009,  maka biaya perkara harus dibebankan kepada  Penggugat;
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Mengingat,  semua  pasal  dalam peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

344/Pdt.G/2019/PA.Mdo dari Penggugat;  

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Manado  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

336.000,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  4  September  2019  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  4  Muharram  1441  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  Mufi

Ahmad  Baihaqi,  M.H  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.  Hj.  Mulyati  Ahmad  dan

Mohamad  Adam,  S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota.  Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Dra.  Vahria sebagai  Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H
Hakim Anggota,

Mohamad Adam, S.H.I.
Panitera Pengganti,
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Dra. Vahria

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp    50.000,00 
   2.  Proses  Rp    60.000,00 
  3.  Panggilan  Rp  210.000,00 
  4.  Redaksi  Rp    10.000,00 
  5.  Meterai  Rp      6.000,00 

    Jumlah Rp  336.000,00
    ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) 
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